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ABSTRAK

CATATAN

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Panunggangan Barat pada
Dinas Kesehatan.

Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah :

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 2 Tahun 1993 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat Il Tangerang; UU No. 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Propinsi Banten; UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; UU No. 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU; UU No. 17 Tahun 2023
tentang Kesehatan; PP No. 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PP No. 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah; PP No. 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan; Perpres
No. 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit; Permendagri No. 12 tahun 2017 tentang
Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan UPTD; Peraturan Menkes No. 3 Tahun 2020
tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit; Perda No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua
atas Perda No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Perwal No. 13
Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Perwal No. 131 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan.

Dalam Peraturan Walikota ini diatur mengenai :

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPT RSUD Panunggangan Barat kelas D sebagai unit
organisasi bersifat khusus yang dipimpin oleh seorang Direktur yang memiliki kemampuan dan keahlian
di bidang perumahsakitan serta berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
sebagaimana dijelaskan Pasal 2. Susunan Organisasi UPT RSUD Panunggangan Barat berdasarkan
Pasal 3 terdiri atas : Direktur, Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan, Seksi
Pelayanan Penunjang, Komite, SPI, Instalasi, dan Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
Kelompok jabatan fungsional dan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 terdiri dari
beberapa orang pemegang jabatan fungsional diluar komite keperawatan yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Direktur. Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud terdiri atas :
staf medis; dan non medis. UPT RSUD Panunggangan Barat berdasarkan Pasal 28 dalam
penyelenggaraan tata kelola Rumah Sakit dan tata kelola klinis memiliki otonomi dalam pengelolaan
keuangan dan barang milik Daerah serta bagian kepegawaian serta menerapkan pola pengelolaan
keuangan layanan umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. UPT
RSUD Panunggangan Barat dalam penyelenggaraan tata Kelola Rumah Sakit dan tata kelola klinis
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku : pelaksanaan pelayanan kesehatan pada UPT RSUD
Panunggangan Barat dilaksanakan oleh pejabat struktural dan fungsional pada Dinas sampai dengan
ditetapkannya atau dilantiknya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Walikota ini; dan operasional
layanan UPT RSUD Panunggangan Barat bersumber dari APBD melalui dokumen pelaksanaan
anggaran Dinas, sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) huruf gg Peraturan
Walikota No. 82 Tahun 2022 tentang Pembentukan UPT Puskesmas pada Dinas Kesehatan Dihapus.
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, pada tanggal 04 Oktober 2024.



